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Menimbang :  a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam
Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang, perlu dilakukan program
ckstensifikasi dan intensilikasi Pajak Penphasilan Orang, Pribadi Dalam Negeri dan Pajak

Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang yang, sinergis, terpadu dan terkoordinasi :

b. bahwa dengin memperhatikan keputusan bersama Gubernur Sumatera Barat dan Dirjen
Pajak Nomor Kpts. 03 /SKB/XI/2001, dan Kep-762  /PJ/2001, perlu ditindak lanjuti
dengan Keputusan Bersama Walikota Padang, dan Kakoewil 1T DJP Sumbagieng:

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimakeid hural a dan b perlu menetapkan
keputusan Walikota  tentang, koordimast pelaksanaan piogram I:kstensilikasi - Wajib Pajak
dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi :salam Negeri dan Pajak Penghasilan

pasal 21

Mengingat: . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang, Pembentukan Dacrah Otonom Kota Besar
dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengan (Lembaran Negara Tahun 1956

Nomor 20)) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 fentang, ukuin Acara Pidana ( Lembaran Nepgara

Tahun 1981 Nomor 776, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) |

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang, Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 3262 ),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2000 ( [.embaran
Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984 )

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (- Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263 ). Schagaimana telah
diubal terakhir dengan Undang-Undang, Nomor 17 Tahun 2000 ( ELembaran Nepara Tahon

2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985 )

5. Undang-Undang, Nomor 22 Tahun 1999 tentang, Pemerintahan Dacrah ( Lembaran Negata

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) .

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Kcu:mg:m antara Pemerintah
Pusat dan Dacrah ( Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848 ) ;



A

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
_Daerah Tingkat Il Padang (Lembaran Negara Tahun 1920 Nomor 80, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3 164) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Fembagian Hasil Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4043 ) ; :

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 /KMK.04/200: 1 tentang, Pelaksanaan Pembagian
Hasil Peneritnaan Pajak Penghasilan Qrang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 antara Pemicrintah Pusat dan Pemerintah Daeran.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah  Nomor 22 Tahun 2001 tentang,
Bentuk Produk - produk Hukum Daceah ;7

MEMUTUSKAN -

Menctapkan : KEPUTUSAN - BERSAMA - WALIKOTA  PADANG DAN KEPALA KANTOR

WILAYAIL 11 DIP SUMBAGTENG  TENTANG  KOORDINASI PELAKSANAAN
PROGRAM  EKSTENSIFIKAST WAIB  PAJAK  DAN  INTENSIFIKASI  PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 .

BAI3I

KETENTUAN UMUM

Yasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

2.

3.

1.

.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Padung ;
Walikota adnlah Walikota Padang.

Kepala Kantor Wilayah 11 DJP SUMBAGTENG adalah Kepala Kantor Wilayah 11 Dirckiorat Jenderal Pajak
Sumatera Bagian Tengah Departemen Keunngan

Auvggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah adalah Anggaran Pendapatan dzu Belanja Daerah Kota Padang.

-

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang ;

Biaya Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak .
pencntuan besarnya pajak yang terutang sampai pada kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyctorannya; :

[nstansi terkait adalah instansi yang berwenang melakukan koordinasi berkaitan dengan Pajak Penghasilan ;

Ekstensifikasi wajib Pajok adalah upaya penggalian Wajib pajok , Pajak Penghasilan Dalam Nogri dalam hal
mi perluasan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negri dan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 ;

Intensifikasi adalah upaya penggalian Pajak Penghasilan terhadap Wajib PajakA . Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak , Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah terdaflar ;

Pajak Penghasilan Orang, Pribadi Dalam Negeri adalsh Pajak Penghasilan terutang, oleh Wajib Pajak Orang.
Pribadi dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Talhun 1983
tentang Pajek Penghasilan schagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undamg Nomor 17 Tahun
2000, Kecuali Pajak atas Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8 ) ;

Pajak Penghasilar, Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan
yang, dibayar kepada Wajib Pajak Orang, Pribadi Dalam Negeri schubungan dengan pekerjann atan Jjabatan,
Jasa dan kegiatan yang dilakukannya berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undz.ag-Undang Nomor 7 Tahun 1983
lentang  Pajak  Penghasilan  schagaimana  diubah  temkhir denpan Uneang-Undang Nomor 17 “I'nhun
2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan sctoran akhir tahun.



BABI

MAKSUD DAN TUJUAN

PPasal 2 !

Maksud dan Tujuan Keputusan Bersama ini adalah :

2.

Mclaksanakan Langkah-langkah sccara Koordinatif dalam Progeam  Ektensifikasi Wajib  Pajak  Dan
Intensifikasi Pajak Penghasilan di Kota Padang ;

Mengoptimalkan Pcncrimaap Pajak Penghasilan Orang, l’ri'badi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota
Padang,. '
BABIHI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

7" YFugas dun wewenang Kepala Kantor Wilayah 11 DJP SUMBAGTENG adalabh :

—_—

~

Mcnentukan  kebijaksanaan  dalam pelaksanaan  Lkstensifikasi wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak
Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasitan Pasal 21 di Kota Padang;

Mcembetikan bimbingan, arahandan pengawasan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi
Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kota Padang,;

Memberikan perhitungan atas usulan Walikota Padang mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang ; ;

Memberikan pelayanan prima dalam Sistem dan Proscdur (SISDUR)  Administrasi Pajak Penghasifan
Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang;

Melaksanakan sosialisasi kcpada wajib Pajak tentang Pajak Penghasilan miengenai Pedoman Dan tata cara
Pendaflaran Wajib Pajak di Kota Padang;

‘Memberikan data realisasi pencrimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21
kepada Pemerintah Kota Padang sctiap 3 (tiga) bulan sekali. .

Pasal 4

Tugas dan Wewenang Walikota adalah : ,

1.

Menyediakan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada setiap formulir pelayanan kepada
masyarakat di Kota Padang dan mewajibkan setiap anggota masyarakat yang berpenghasilan diatas
penghasilan Tidak kena pajak untuk mencantumkan Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kolom yang
tersedia; ;

Membantu optimalisasi pelaksanaan Ekstensifikasi wajib pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 di Kota Padang;

Membantu sosialisasi Pajak Penghasilan Orang, Pribadi dalam negeri dans Pajak Penghasilan Pasal 21 di
Kota Padang; :

Mclakukan pcngmﬁsan dan menctapkan perhitungan Pembagian hasil Penerimaan pajok Penghasilan
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang ;

Meclakukan evaluasi dan membuat usulan berkaitan dengan Ekstensifikasi Wajib f’ajak dan Intensifikasi
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang,
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BABIV
TIM KOORDINASI EKTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang scbagaimana dimaksud dalamn Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Tim
Koordinasi Ekstensifikasi wajib Pajak dan Intensifikasi Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari :

a. Tim Pengarah ;

b. Tim Pelaksana.

Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Walikota dalam menctapkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi schagaimana dimaksud dalam ayat (2)
memperhatikan usulan Kepala Kantor Wilayah 11 DJP SUMBAGTENG.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalanm ayat (1) huruf b, Ketua
Tim dapat membentuk Tim Kerja yang discsuaikan dengan kebutuhan.

BAILY

BIAYA

Pasal 0

Biaya pelaksanaan tugas Tim Koordasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensilikasi Pajak Penghasilan
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah dan dialokasikan scbagai Biaya Pemungutan yang besarnya ditetapkan 5% dari realisnsi
penerimaan pada Kas Dacrah serta ditempatkan pada Mata Anggaran Dinas Pendapatan,
Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggunaannya diatur Iebih lanjut dan Keputusan
Walikota Padang mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2004,

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

I-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini ditctapkan dengan Keputusan Walikota dan atau
pala Kantor Wilayah 1l DJP SUMBAGTENG sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  sctiap orang mengetahuinya, memerintalikan pengundangan keputusan ini dengan penempataniy dalpm
L.embaran Dacrah,

Ditetapkan di Pagang
pada tanggal, 90j|Maret 2004
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Diundangkan di Padang
pada fanggal 20 Mmaret e
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

DE./ "HLIS SANI
Pembina Tk.1. NIP.4 10003880

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 06



